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Erlinda* | Abstrak

Kementerian Agama || Policy paper ini menguraikan tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Ke-
Kabupaten Purbalingga || menterian Agama Kabupaten Purbalingga merupakan strategi reformasi birokrasi untuk me-
ningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Kajian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi upaya optimalisasi kualitas pelayanan PTSP melalui analisis terhadap
*Penulis Korespondensi: || kebijakan, proses, dan faktor pendukung serta penghambat. Tulisan ini menggunakan meto-
linda.er69@yahoo.co.id | de kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, di mana data diperoleh melalui studi do-
kumen, wawancara, dan observasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan PTSP telah
memberikan dampak positif terhadap waktu pelayanan, pengurangan prosedur birokrasi, dan
peningkatan kepuasan masyarakat. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti: ke-
terbatasan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi yang belum memadai,
serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan. Upaya optimalisasi yang
diidentifikasi meliputi: penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, modernisasi
sistem teknologi informasi untuk mempermudah akses layanan, serta peningkatan sosialisasi
kepada masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga pendidikan
dan organisasi keagamaan, juga menjadi strategi kunci untuk mendukung keberhasilan kebi-
jakan ini. Rekomendasi kebijakan yang diberikan mencakup pengalokasian anggaran yang me-
madai untuk pengembangan PTSP, penyederhanaan regulasi yang menghambat efisiensi layan-
an, dan penerapan sistem evaluasi berbasis indikator kinerja utama (IKU) untuk memastikan
keberlanjutan peningkatan kualitas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan PTSP di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dapat menjadi model pelayanan publik yang ino-
vatif dan berdaya saing tinggi, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional
dalam bidang pelayanan publik. Abstrak ini menyimpulkan bahwa keberhasilan optimalisasi
PTSP membutuhkan sinergi kebijakan, inovasi teknologi, dan partisipasi aktif masyarakat se-
bagai pengguna layanan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Kementerian Agama; Kualitas Pelayanan; Optimalisasi; Pe-
layanan Terpadu Satu Pintu; Reformasi Birokrasi

Abstract

This policy paper describes the One-Stop Integrated Service (PTSP) at the Purbalingga Regen-
cy Ministry of Religious Affairs Office as a bureaucratic reform strategy to improve the effici-
ency, transparency, and accountability of public services. This study aims to identify efforts
to optimize the quality of PTSP services by analyzing policies, processes, and supporting and
inhibiting factors. This paper uses a qualitative method with a descriptive analysis approach,
where data is obtained through document studies, interviews, and observations. The results
of the study indicate that the implementation of PTSP has had a positive impact on service
time, reduced bureaucratic procedures, and increased public satisfaction. Howeuver, several
challenges remain, such as limited competent human resources, inadequate technological in-
frastructure, and lack of public understanding of service procedures. The optimization efforts
identified include strengthening human resource capacity through ongoing training, moder-
nizing information technology systems to facilitate access to services, and increasing sociali-
zation in the community. In addition, collaboration with external parties, such as educational
institutions and religious organizations, is also a key strategy to support the success of this
policy. The policy recommendations provided include allocating an adequate budget for the
development of PTSP, simplifying regulations that hinder service efficiency, and implemen-
ting an evaluation system based on key performance indicators (IKU) to ensure the sustaina-
bility of quality improvements. With these steps, it is expected that PTSP at the Office of the
Ministry of Religious Affairs of Purbalingga Regency can become a model of innovative and
highly competitive public service while supporting the achievement of national development
goals in the field of public services. This abstract concludes that the success of optimizing PTSP
requires policy synergy, technological innovation, and active participation of the community
as service users.

Keywords: Public Policy; Ministry of Religious Affairs; Service Quality; Optimization;

One-Stop Integrated Service; Bureaucratic Reform
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PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik adalah tanggung jawab
pemerintah guna memenuhi kebutuhan dan
mewujudkan hak-hak masyarakat. Pelayan-
an publik merupakan suatu sistem yang ter-
diri dari berbagai komponen, seperti: kebi-
jakan, prosedur, dan sumber daya manusia
yang bekerja sama untuk memberikan la-
yanan kepada masyarakat secara efektif dan
efisien (Widodo, 2020).

Di lain sisi, terwujudnya pelayanan pub-
lik yang berkualitas merupakan hak setiap
warga negara (Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, 2014). Untuk mewujudkan pelayan-
an publik yang prima, pemerintah telah
berupaya melakukan berbagai upaya, salah
satunya dengan membentuk Pelayanan Ter-
padu Satu Pintu (PTSP), yaitu suatu sistem
pelayanan yang menyatukan berbagai jenis
pelayanan dalam satu tempat, sehingga me-
mudahkan masyarakat dalam mengakses
berbagai layanan yang dibutuhkan (Tyasot-
yaningarum & Winanti, 2021).

Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Purbalingga sebagai bagian dari instansi
pemerintah juga memiliki tanggung jawab
untuk memberikan pelayanan publik yang
berkualitas kepada masyarakat (Anwarud-
din, 2006). Berbagai jenis pelayanan keaga-
maan, seperti: pendaftaran haji, pernikah-
an, dan lain sebagainya menjadi tanggung
jawab kantor ini. Oleh karena itu, pening-
katan kualitas PTSP di Kantor Kementeri-
an Agama Kabupaten Purbalingga menjadi
suatu keharusan (Peraturan Menteri Agama
Nomor 65 Tahun 2016, 2016). Namun, da-
lam pelaksanaannya, peningkatan kualitas
PTSP di Kantor Kementerian Agama Kabu-
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paten Purbalingga tidak terlepas dari berba-
gai tantangan dan permasalahan. Beberapa
permasalahan yang mungkin dihadapi anta-
ra lain keterbatasan sumber daya manusia,
sarana dan prasarana yang belum memadai,
serta kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai PTSP.

Selain itu, perubahan lingkungan strategis,
seperti: perkembangan teknologi informasi
juga menuntut adanya penyesuaian dalam
penyelenggaraan PTSP. Masyarakat saat ini
semakin terbiasa dengan layanan digital,
sehingga Kantor Kementerian Agama Ka-
bupaten Purbalingga perlu berinovasi untuk
memberikan pelayanan yang lebih cepat,
mudah, dan efisien melalui pemanfaatan
teknologi informasi.

Selain tantangan internal, peningkatan ku-
alitas PTSP juga dipengaruhi oleh faktor
eksternal, seperti: harapan dan tuntutan
masyarakat yang semakin tinggi terhadap
kualitas pelayanan publik. Masyarakat saat
ini semakin kritis dan memiliki akses yang
luas terhadap informasi, sehingga mere-
ka menuntut pelayanan yang lebih cepat,
transparan, dan akuntabel. Oleh karena
itu, Kantor Kementerian Agama Kabupa-
ten Purbalingga perlu terus berupaya untuk
memahami dan memenuhi harapan masya-
rakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan
permasalahan di atas, diperlukan adanya
kebijakan yang komprehensif dan terarah.
Kebijakan tersebut harus mencakup ber-
bagai aspek, seperti: peningkatan kualitas
sumber daya manusia, pembenahan sara-
na dan prasarana, pengembangan sistem
informasi, serta peningkatan partisipasi
masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut
juga harus dievaluasi secara berkala untuk
memastikan efektivitasnya dalam mencapai
tujuan yang diharapkan.
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Dalam konteks peningkatan kualitas PTSP,
peran kepemimpinan juga sangat penting.
Kepemimpinan yang kuat dan visioner da-
pat mendorong perubahan positif dalam or-
ganisasi, termasuk dalam hal peningkatan
kualitas pelayanan publik. Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Purbaling-
ga memiliki peran kunci dalam memimpin
dan mengarahkan upaya peningkatan kuali-
tas PTSP di kantornya.

Selain itu, partisipasi aktif dari seluruh pe-
gawai juga sangat dibutuhkan. Peningkat-
an kualitas PTSP bukanlah tanggung jawab
satu orang atau kelompok tertentu, tetapi
merupakan tanggung jawab bersama se-
luruh pegawai. Oleh karena itu, seluruh
pegawai harus memiliki kesadaran dan ko-
mitmen untuk memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat.

Dengan adanya kebijakan yang tepat, ke-
pemimpinan yang kuat, partisipasi aktif
dari seluruh pegawai, serta dukungan dari
masyarakat, diharapkan kualitas Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Ke-
menterian Agama Kabupaten Purbalingga
dapat terus meningkat. Peningkatan kua-
litas PTSP ini akan memberikan manfaat
yang besar bagi masyarakat, yaitu berupa
pelayanan yang lebih cepat, mudabh, efisien,
dan berkualitas.

Dalam upaya meningkatkan kualitas PTSP,
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Purbalingga juga perlu memperhatikan as-
pek inovasi. Inovasi dapat dilakukan dalam
berbagai bidang, seperti: pengembangan
sistem informasi, penggunaan teknologi di-
gital, serta penyederhanaan prosedur pela-
yanan. Dengan berinovasi, Kantor Kemen-
terian Agama Kabupaten Purbalingga dapat
memberikan pelayanan yang lebih cepat,
mudah, dan efisien kepada masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas PTSP juga
memerlukan adanya evaluasi secara berka-
la. Evaluasi ini bertujuan untuk mengiden-
tifikasi kelemahan dan kekurangan dalam
penyelenggaraan PTSP, serta untuk menge-
tahui sejauh mana kebijakan dan program
yang telah dilaksanakan efektif dalam men-
capai tujuan yang diharapkan. Hasil evalua-
si ini dapat digunakan sebagai dasar untuk
perbaikan dan penyempurnaan kebijakan
dan program PTSP di masa mendatang.

Untuk mendukung upaya peningkatan ku-
alitas PTSP, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purbalingga juga perlu menjalin
kerja sama dengan berbagai pihak, seperti:
pemerintah daerah, instansi terkait, serta
organisasi masyarakat. Kerja sama ini dapat
dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:
pertukaran informasi, pelatihan, serta du-
kungan sumber daya. Dengan adanya kerja
sama yang baik, diharapkan upaya pening-
katan kualitas PTSP dapat berjalan lebih
efektif dan efisien.

Selain itu, sosialisasi dan diseminasi infor-
masi mengenai PTSP juga perlu ditingkat-
kan. Masyarakat perlu mengetahui tentang
keberadaan PTSP, jenis layanan yang ter-
sedia, serta prosedur dan persyaratan yang
diperlukan untuk mengakses layanan ter-
sebut. Dengan demikian, masyarakat dapat
memanfaatkan PTSP secara optimal dan
merasa terbantu dengan adanya layanan ini.

Kebijakan pelayanan di Kantor Kemenag
Kabupaten Purbalingga dengan pemenuhan
komponen pelayanan publik berlandaskan
pada Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003,
yaitu: (1) Prosedur pelayanan, (2) Keterse-
diaan sarana dan prasarana pelayanan yang
mumpuni, serta (3) Pengetahuan, keahlian,
keterampilan, sikap dan perilaku petugas
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dalam memberikan pelayanan, karena be-
berapa hal tersebut ternyata berperan da-
lam penyumbang masalah tidak efesiennya
pelayanan.

Dengan adanya upaya yang terus-mene-
rus dan berkelanjutan, diharapkan kuali-
tas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Purbalingga dapat terus meningkat dan
memberikan manfaat yang besar bagi ma-
syarakat. Peningkatan kualitas PTSP ini
akan menjadi wujud komitmen Kantor Ke-
menterian Agama Kabupaten Purbalingga
dalam memberikan pelayanan publik yang
terbaik kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas, tulis-
an ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan
tentang peningkatan kualitas Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Ke-
menterian Agama Kabupaten Purbalingga.
Kajian ini diharapkan dapat memberikan
rekomendasi untuk meningkatkan kualitas
PTSP di Kantor Kementerian Agama Kabu-
paten Purbalingga, sehingga dapat mem-
berikan pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,
maka dapat diidentifikasi beberapa perma-
salahan utama yang terkait dengan pening-
katan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pin-
tu (PTSP) di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purbalingga, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia,
sarana dan prasarana yang belum me-
madai menjadi kendala dalam membe-
rikan pelayanan yang optimal kepada
masyarakat. Hal ini dapat mempenga-
ruhi kualitas dan kecepatan pelayanan
yang diberikan.

450

2.

Kurangnya pemahaman masyara-
kat mengenai PTSP dapat mengham-
bat efektivitas pelayanan. Masyarakat
mungkin tidak mengetahui jenis layan-
an yang tersedia, prosedur yang harus
diikuti, atau persyaratan yang diperlu-
kan untuk mengakses layanan tersebut.
Perkembangan teknologi informasi me-
nuntut adanya penyesuaian dalam pe-
nyelenggaraan PTSP. Masyarakat saat
ini semakin terbiasa dengan layanan
digital, sehingga Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Purbalingga perlu
berinovasi untuk memberikan pelayan-
an yang lebih cepat, mudah, dan efisien
melalui pemanfaatan teknologi infor-
masi.

Harapan dan tuntutan masyarakat ter-
hadap kualitas pelayanan publik sema-
kin tinggi. Masyarakat menuntut pela-
yanan yang lebih cepat, transparan, dan
akuntabel. Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purbalingga perlu terus ber-
upaya untuk memahami dan memenuhi
harapan masyarakat terhadap pelayan-
an yang diberikan.

Peningkatan kualitas PTSP memerlu-
kan adanya kebijakan yang komprehen-
sif dan terarah. Kebijakan tersebut ha-
rus mencakup berbagai aspek, seperti:
peningkatan kualitas sumber daya ma-
nusia, pembenahan sarana dan prasa-
rana, pengembangan sistem informasi,
serta peningkatan partisipasi masyara-
kat.

Kepemimpinan yang kuat dan visio-
ner sangat penting dalam mendorong
perubahan positif dalam organisasi,
termasuk dalam hal peningkatan kua-
litas pelayanan publik. Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Pur-
balingga memiliki peran kunci dalam
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memimpin dan mengarahkan upaya pe-
ningkatan kualitas PTSP di kantornya.

7. Peningkatan kualitas PTSP bukanlah
tanggung jawab satu orang atau kelom-
pok tertentu, tetapi merupakan tang-
gung jawab bersama seluruh pegawai.
Oleh karena itu, seluruh pegawai harus
memiliki kesadaran dan komitmen un-
tuk memberikan pelayanan yang terba-
ik kepada masyarakat.

8. Inovasi diperlukan dalam berbagai bi-
dang, seperti pengembangan sistem
informasi, penggunaan teknologi di-
gital, serta penyederhanaan prosedur
pelayanan. Dengan berinovasi, Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Pur-
balingga dapat memberikan pela-yanan
yang lebih cepat, mudah, dan efisien ke-
pada masyarakat.

9. Evaluasi secara berkala diperlukan un-
tuk mengidentifikasi kelemahan dan
kekurangan dalam penyelenggaraan
PTSP, serta untuk mengetahui sejauh
mana kebijakan dan program yang te-
lah dilaksanakan efektif dalam menca-
pai tujuan yang diharapkan.

10. Kerja sama dengan berbagai pihak,

si terkait, serta organisasi masyarakat
diperlukan untuk mendukung upaya
peningkatan kualitas PTSP. Kerja sama
ini dapat dilakukan dalam berbagai
bentuk, seperti: pertukaran informasi,
pelatihan, serta dukungan sumber daya.
11. Sosialisasi dan diseminasi informa-
si mengenai PTSP perlu ditingkatkan
agar masyarakat mengetahui tentang
keberadaan PTSP, jenis layanan yang
tersedia, serta prosedur dan persyarat-
an yang diperlukan untuk mengakses

layanan tersebut.

Identifikasi masalah ini menjadi dasar pen-
ting untuk merumuskan tujuan dan strategi
yang tepat dalam upaya meningkatkan kua-
litas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Purbalingga.

Dalam mengidentifikasi faktor penyebab
utama yang memengaruhi optimalisasi ku-
alitas PTSP di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purbalingga, penulis menggu-
nakan metode Fishbone Diagram sebagai
berikut:

seperti pemerintah daerah, instan-
«  Kompetensi pegawai e Alur pelayanan masih
belum optimal dalam kompleks dan membutuh-
memahami teknologi dan kan banyak tahapan.
prosedur PTSP. «  Belum ada standar
«  Kurangnya pelatihan operasional prosedur (SOP)
berkelanjutan bagi pegawai yang seragam dan dipahami
terkait pelayanan publik. seluruh pegawai.
Resistensi terhadap «  Minimnya sistem monitor-
perubahan karena ke- ing dan evaluasi berbasis dah
biasaan kerja lama. kinerja. Rendahnya
K j K j Kualitas PTSP di

Alokasi anggaran

yang terbatas untuk
pengembangan fasili-tas
dan teknologi.

Kurangnya dana untuk
pelatihan SDM dan promosi
layanan PTSP.

Gambar 1. Akar Masalah Berdasarkan Teori Fishbone

K Minimnya fasilitas fisik \
yang nyaman dan ramah
pengguna.

e Kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam
memanfaatkan layanan
PTSP masih rendah.

«  Dukungan dari pihak
eksternal, seperti

pemerintah daerah, belum

k optimal.

( Regulasi terkait layanan \
masih tumpang tindih atau
tidak jelas.

Kebijakan yang mendukung
percepatan layanan belum
sepenuhnya diterapkan.

»  Kurangnya evaluasi
kebijakan untuk

menyelaraskan kebutuhan

K pelayanan. j

.

Kantor Kementerian
Agama Kabupaten
Purbalingga
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Rumusan Masalah

Layanan PTSP di Kantor Kemenag Kab.
Purbalingga dirancang untuk meng-upgra-
de efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
pelayanan publik. Namun dalam implemen-
tasinya menghadapi berbagai kendala yang
menghambat optimalisasi kualitas pelayan-
an, yaitu:

Pertama, keterbatasan sumber daya, baik
manusia, anggaran, maupun sarana pra-
sarana sebagai fondasi utama dari setiap
kebijakan publik. Tanpa sumber daya yang
memadai, sulit untuk mengimplementasi-
kan kebijakan secara efektif. Dalam konteks
PTSP di Kantor Kemenag Kab. Purbalingga,
keterbatasan sumber daya manusia meng-
akibatkan kurangnya petugas yang kompe-
ten, kurangnya pelatihan, dan beban kerja
yang berlebihan; keterbatasan anggaran
menghambat pula pengadaan teknologi,
pemeliharaan fasilitas, dan pengembangan
sistem informasi; serta keterbatasan sara-
na dan prasarana menciptakan lingkungan
kerja yang tidak nyaman dan tidak efisien,
serta menghambat aksesibilitas bagi masya-
rakat.

Kedua, teknologi informasi berkembang sa-
ngat pesat dan mengubah cara masyarakat
berinteraksi dan mengakses layanan. Inves-
tasi dalam teknologi, pengembangan sistem
digital, dan pelatihan SDM untuk mengo-
perasikan teknologi baru adalah hal yang
krusial dialami oleh Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Purbalingga yang me-
maksa untuk mampu beradaptasi dengan
perubahan ini, termasuk dalam hal layan-
an PTSP. Ini bukan hanya tentang memiliki
komputer, tetapi tentang mengintegrasikan
teknologi dalam seluruh proses pelayanan.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan
metode Urgency, Seriousness, dan Growth
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(USG) bahwa prioritas utama penanganan
dalam kebijakan peningkatan kualitas PTSP
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Purbalingga di atas dan menjadi problem
statement artikel ini, bahwa keterbatasan
beradaptasi dengan perubahan lingkung-
an strategis pada kemajuan teknologi in-
formasi yang begitu pesat menjadi kendala
tersendiri bagi Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan
layanan digital yang terintegrasi satu pintu,
yang berakibat pada kesenjangan yang cu-
kuo besar bagi masyarakat.

Tujuan dan Manfaat Kebijakan
Tujuan Kebijakan

Tujuan utama dari artikel kebijakan ini ada-
lah untuk memberikan rekomendasi yang
komprehensif dan strategis kepada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Purbaling-
ga dalam upaya meningkatkan kualitas Pe-
layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Secara
lebih rinci, artikel ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis per-
masalahan-permasalahan krusial yang
menghambat efektivitas dan efisiensi
PTSP di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purbalingga.

2. Memberikan pemahaman mendalam
mengenai pentingnya peningkatan ku-
alitas PTSP bagi kepuasan masyarakat
dan citra Kantor Kementerian Agama.

3. Merumuskan rekomendasi kebijakan
yang spesifik, terukur, dan dapat diim-
plementasikan, yang mencakup aspek-
-aspek seperti:

+ Pengembangan sumber daya manu-
sia (SDM) yang kompeten dan profe-
sional.

+ Peningkatan infrastruktur dan fasili-
tas pendukung PTSP.



---Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu... [Erlinda]; Halaman 447-464---

« Pemanfaatan teknologi informasi un-
tuk modernisasi pelayanan.

+ Penyederhanaan prosedur dan alur
pelayanan.

» Peningkatan transparansi dan akun-
tabilitas pelayanan.

« Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam evaluasi dan pengembangan
PTSP.

4. Menyediakan kerangka kerja untuk im-
plementasi kebijakan yang direkomen-
dasikan, termasuk mekanisme moni-
toring dan evaluasi.

Manfaat Kebijakan

Manfaat dari artikel kebijakan ini diharap-

kan dapat dirasakan oleh berbagai pihak,

antara lain:

1.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Purbalingga: Sebagai panduan dalam
merumuskan dan melaksanakan kebi-
jakan peningkatan kualitas PTSP yang
efektif dan efisien.

Masyarakat: Menerima pelayanan yang
lebih baik, cepat, mudah, transparan,
dan akuntabel dari Kantor Kementerian
Agama.

Pemerintah Daerah: Mendukung upaya
pemerintah daerah dalam meningkat-
kan kualitas pelayanan publik secara
keseluruhan.

Akademisi dan Peneliti: Sebagai ba-han
referensi dan kajian lebih lanjut me-
ngenai kebijakan publik dan pelayanan
publik.

Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka Teori

1.

Teori pelayanan publik: Teori ini mene-
kankan bahwa pelayanan publik yang
baik adalah hak setiap warga negara.

Kualitas pelayanan publik dipengaruhi

oleh berbagai faktor, antara lain:

o Tanggung jawab pemerintah: Pe-
merintah memiliki kewajiban untuk
menyediakan pelayanan publik yang
berkualitas kepada masyarakat.

« Kebutuhan masyarakat: Pelayanan
publik harus sesuai dengan kebutuh-
an dan harapan masyarakat.

 Efisiensi dan efektivitas: Pelayanan
publik harus diselenggarakan secara
efisien dan efektif.

« Transparansi dan akuntabilitas: Pe-
layanan publik harus transparan dan
akuntabel.

« Partisipasi masyarakat: Masyarakat
harus dilibatkan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan
publik.

Teori birokrasi: Teori ini membahas

tentang struktur dan fungsi birokrasi

dalam penyelenggaraan pelayanan pub-
lik. Beberapa konsep penting dalam te-
ori birokrasi antara lain:

 Struktur organisasi: Struktur orga-
nisasi yang baik dapat mendukung
efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik.

+ Prosedur dan standar pelayanan:
Prosedur dan standar pelayanan yang
jelas dapat memudahkan masyarakat
dalam mengakses layanan.

« Sumber daya manusia: Sumber daya
manusia yang kompeten dan profesi-
onal sangat penting dalam memberi-
kan pelayanan publik yang berkuali-
tas.

 Akuntabilitas kinerja: Kinerja biro-
krasi harus diukur dan dievaluasi
secara berkala untuk memastikan
akuntabilitas.
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3. Teori manajemen publik: Teori ini me-
nekankan pentingnya manajemen yang
baik dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Beberapa prinsip manajemen
publik yang relevan antara lain:

« Fokus pada pelanggan: Pelayanan
publik harus berorientasi pada kebu-
tuhan dan kepuasan pelanggan (ma-
syarakat).

« Peningkatan kualitas berkelanjutan:
Kualitas pelayanan publik harus te-
rus ditingkatkan melalui inovasi dan
perbaikan berkelanjutan.

+ Penggunaan teknologi informasi:
Teknologi informasi dapat digunakan
untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik.

« Kemitraan: Kemitraan dengan pihak
lain, seperti sektor swasta dan orga-
nisasi masyarakat, dapat meningkat-
kan kualitas pelayanan publik.

Kerangka Konseptual

Peningkatan mutu kualitas PTSP di Kan-
tor Kementerian Agama Kabupaten Purba-
lingga perlu mendapatkan perhatian ber-
kelanjutan agar dapat menjamin terjadinya
pelayanan yang bermutu untuk penggguna
jasa pelayanan. Peningkatan mutu pelayan-
an merupakan kontribusi dari manajemen
pelayanan yang telah ditetapkan di Kantor
Kemenag Kab. Purbalingga.

Pelayanan Publik

Pelayanan dalam arti etimologi berarti upa-
ya membantu memenuhi kebutuhan orang
lain yang didasari pada aktivitas tanpa
wujud dan tidak bisa dimiliki. Keputusan
Menpan Nomor 63 Tahun 2003 mengenai
pelayanan publik merupakan kegiatan yang
dikerjakan oleh penyedia layanan masya-
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rakat dalam usaha memenuhi kebutuhan
masyarakat yang memerlukan juga terha-
dap pemenuhan peraturan undang-undang
yang ditetapkan (Keputusan Menteri Pem-
berdayaan dan Aparatur Negara No.63 Ta-
hun 2003). Demikian halnya dengan UU
No. 25 tentang pelayanan publik menjelas-
kan bahwa layanan masyarakat ini meliputi
hak dasar setiap rakyat Indonesia terhadap
barang dan jasa, dan atau pelayanan admi-
nistratif diberikan oleh penyelenggara pe-
layanan publik (Peraturan Pemerintah No-
mor 96 Tahun 2012).

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP adalah kebijakan pemerintah dalam
rangka mewujudkan administrasi pemerin-
tahan yang optimal. PTSP di kantor Keme-
nag Agama adalah gabungan dari beberapa
bagian pelayanan yang saling berkesinam-
bungan yang tersedia di satu tempat dan
dikendalikan melalui tata kelola yang sis-
tematis. Pemberlakuan PTSP adalah salah
satu upaya meminimalisir masa tunggu dan
ongkos perizinan diperoleh output yang le-
bih efektif, mudah, dan murah (Suhartoyo,
2019).

Pelayanan terpadu di Kementerian Agama
baru dijalankan di 2016 berdasarkan Pera-
turan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016
tentang Pelayanan Terpadu pada Kemen-
terian Agama. PTSP baru dilaksanakan di
beberapa provinsi di Indonesia. Permenag
No.65 2016 mengatur tentang Pelayanan
Terpadu yaitu Pelayanan Terpadu Satu Atap
(PTSA) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP), namun PTSP lebih menjadi Teta-
pi dalam penerapannya diutamakan untuk
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Ap-
riadi, 2021).
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Peningkatan mutu kualitas manusia pen-
ting untuk mencapai keberasilan dalam
organisasi. Undang-Undang No. 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara menja-
barkan bahwa dengan meng-upgrade skill
pegawai membawa dampak optimal pada
suatu organisasi. Agar kualitas pelayanan
dapat maksimal maka Pegawai Negeri Sipil
(PNS) harus mendapatkan kegiatan pendi-
dikan dan pelatihan, dibutuhkan pegawai
PTSP yang menguasai teknis proses perizin-
an yang menjadi wewenang PTSP (Fadillah
& Dewi, 2019).

METODOLOGI

Metode penulisan yang digunakan dalam
penulisan policy paper ini adalah meto-
de kualitatif dengan pendekatan deskriptif
— analitis. Di mana artikel ini tidak hanya
menggambarkan kondisi dan permasalahan
yang ada, tetapi juga menganalisis secara
mendalam faktor-faktor yang mempenga-
ruhi kualitas PTSP di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Purbalingga. Analisis ini
dilakukan untuk mengidentifikasi akar ma-
salah dan merumuskan rekomendasi kebi-
jakan yang tepat.

Data dan informasi yang digunakan dalam
artikel ini dikumpulkan melalui:

1. Studi literatur: Penelaahan berbagai
sumber literatur yang relevan, seperti
buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian,
laporan penelitian, dan dokumen kebi-
jakan. Sumber-sumber ini digunakan
untuk memahami teori-teori yang rele-
van, praktik terbaik da-lam peningkat-
an kualitas PTSP, dan kebijakan-kebi-
jakan yang telah diterapkan di tempat
lain.

2. Dokumen kebijakan: Analisis dokmen-
-dokumen kebijakan yang terkait de-

ngan PTSP, seperti peraturan perun-

dang-undangan, standar pelayanan,
dan rencana strategis Kantor Kemente-
rian Agama.

3. Datasekunder: Penggunaan data sekun-
der yang tersedia, seperti data statistik
mengenai jumlah pengguna layanan
PTSP, data survei kepuasan masyara-
kat, dan data lainnya yang relevan.

4. Wawancara dengan pihak-pihak terka-
it, seperti petugas PTSP, pimpinan Kan-
tor Kementerian Agama, dan perwakil-
an masyarakat (jika memungkinkan).
Wawancara ini bertujuan untuk men-
dapatkan informasi yang lebih menda-
lam mengenai permasalahan yang diha-
dapi dan harapan masyarakat terhadap
PTSP.

Data dan informasi yang terkumpul dianali-
sis secara kualitatif untuk mengidentifikasi
tema-tema penting, pola-pola permasalah-
an, dan faktor-faktor yang mempengaruhi
kualitas PTSP. Analisis ini dilakukan secara
sistematis untuk menghasilkan rekomenda-
si kebijakan yang komprehensif.

Berdasarkan analisis data dan informasi,
dirumuskan rekomendasi kebijakan yang
spesifik, terukur, dapat diimplementasikan,
dan relevan dengan konteks Kantor Kemen-
terian Agama Kabupaten Purbalingga. Re-
komendasi kebijakan ini di-tujukan untuk
mengatasi permasalahan yang telah diiden-
tifikasi dan meningkatkan kualitas PTSP se-
cara berkelanjutan.

Hasil analisis dan rekomendasi kebijakan
disajikan dalam bentuk artikel kebijakan
yang terstruktur dan mudah dipahami. Ar-
tikel ini diharapkan dapat menjadi masuk-
an yang berharga bagi Kantor Kementerian
Agama dalam merumuskan dan melaksana-
kan kebijakan peningkatan kualitas PTSP.
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Pelayanan publik di Kantor Kemenag Pur-
balingga dipengaruhi berbagai faktor; fak-
tor dalam dan luar satuan kerja. Pelayan-
an publik dibagi dalam beberapa unit yang
langsung melayani masyarakat. Pelayanan
publik dapat dilaksanakan dengan sistem
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan harus
memiliki Standar Pelayanan (SP) dan Stan-
dar Operasional Prosedur (SOP). Standar
ini dibuat agar pelayanan lebih efektif dan
maksimal.

Kondisi saat ini masih kurangnya pemanfat-
an Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Banyak pengguna layanan langsung mene-
mui petugas layanan, sehingga pelayanan
sangat tergantung pada personal petugas
dimana pengguna layanan harus langsung
ke ruangan petugas yang dituju. Hal ini sa-
ngatlah tidak efektif dalam sebuah kegiatan
pelayanan.

Gambar 2. Kondisi Layanan PTSP di Kantor
Kemenag Kab. Purbalingga

Sumber: Foto PTSP Kemenag Purbalingga, 2023

Penataan lokasi pelayanan yang masih mi-
nim, yakni ruangan yang hanya mampu me-
nampung 7 (tujuh) s/d 8 (delapan) orang
tamu/masyarakat, belum tersedianya ruang
konsultasi, ruang kesehatan dan loket khu-
sus disabilitas/kelompok rentan situasinya.
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Jenis layanan yang diberikan antara lain pe-
mohonan data dan informasi, rekomendasi
bantuan sarana prasarana, permohonan na-
rasumber, legalisasi dokumen kementeri-
an agama, penerbitan surat pengantar ijop
madrasah, pendaftaran madrasah diniyah,
penerbitan tanda daftar Pondok Pesantren,
permohonan tanda daftar LPQ, pelayanan
surat keterangani izin belajar siswa/santri
ke luar negeri, penerbitan surat pengantar
mutasi siswa, surat keterangan ijazah ru-
sak/hilang, penasehatan perkawinan, pe-
nerbitan ID masjid/mushola, pendaftaran
haji, usulan pembatalan haji, usulan peng-
gabungan mahrom, usulan pelimpahan por-
si haji, pendampingan sertifikasi wakaf.

Adapun total pengunjung sepanjang 2023
dijabarkan dalam bentuk grafik berikut.
Total Daftar Tamu PTSP 2023

568
600 g9
500

I m ® Pengunjung

Grafik 1. Total Daftar Tamu PTSP 2023

Sumber: Data PTSP Kemenag Purbalingga, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah
pengunjung layanan terbanyak adalah pe-
nyelenggaraan haji dan umrah disusul oleh
pelayanan pendidikan madrasah.

Untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat
dengan PTSP di Kantor Kemenag Kab. Pur-
balingga, IKM berdasarkan survey periode
Januari-Maret 2023, nilai terendah ditun-
jukkan untuk jangka waktu (skor= 2). Hal
ini menunjukkan bahwa pelayanan menjadi
kurang efektif terutama dari sisi waktu pe-
nyelesaian layanan, karena masih tergan-
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tung kepada petugas layanan yang terbatas
dan sulitnya kontroling pada penyelesaian
layanan.

Berikut grafik hasil IKM menurut hasil su-
rvey kepuasan masyarakat periode Januari-
Maret 2023.

IKM per Unsur pada Kankemenag Purbalingga
Periode Januari-Maret 2023
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Grafik 2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
periode Januari-Maret 2023

Sumber: Data PTSP Kemenag Purbalingga, 2023

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
di atas sejalan dengan Peraturan Menteri
PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedo-
man Penyusunan Survei Kepuasan Masya-
rakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik. Pedoman ini memberikan gambaran
bagi penyelenggara pelayanan untuk meli-
batkan masyarakat dalam penilaian kinerja
pelayanan publik guna meningkatkan kuali-
tas pelayanan yang diberikan.

Tren tingkat kepuasan penerima layanan
Kantor Kemenag Kab. Purbalingga dari ta-
hun ke tahun dapat dilihat melalui grafik
berikut.
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Grafik 3. Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap PTSP Tahun 2020-2024

Sumber:Data PTSP Kemenag Purbalingga, 2024

Grafik 3 di atas mendeskripsikan adanya
peningkatan kinerja petugas PTSP dari ta-
hun ke tahun (2010-2023), dan konsisten
hingga tahun 2024. di Kantor Kemenag
Kab. Purbalingga. Berdasarkan survey ter-
sebut, tindak lanjut perbaikan dirangkum
dan dilaksanakan melalui forum monitoring
pelayanan. Tindak lanjut prioritas perbaik-
an ada tiga unsur yakni waktu penyelesaian,
prosedur pelayanan, dan perilaku petugas
seperti yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 1. Rencana Tindak Lanjut Hasil SKM

No. | Prioritas Unsur Program /Kegiatan

. Prosedur Peningkatan sosialisasi
Pelayanan registrasi “online”
1. Maksimalkan sosialisasi
rhi T r
Waktu terhadap prosedu
2 : pelayanan
Penyelesaian
2. Penyederhanaan proses
perizinan

Memberikan pelatihan khusus
terkait Pelayanan inklusi

3 | Perilaku Petugas

Sumber:Data PTSP Kemenag Purbalingga

Tabel di atas secara keseluruhan bertujuan
untuk sistematisasi peningkatan layanan
melalui program yang terstruktur dan jelas,
menjamin setiap elemen dilaksanakan tepat
waktu dengan koordinasi yang efektif dari
Tim Pelayanan di PTSP.

Berdasarkan hasil dikajian di atas, maka 6
(enam) variabel yang dikumpulkan di la-
pangan terkait evaluasi kebijakan berdasar-
kan Kklasifikasi teori William N. Dunn seba-
gai berikut:

1. Efektivitas
Variabel ini mendeskripsikan tolak
ukur tujuan PTSP yang sudah dicapai.

standar dan

berdasarkan tujuan,

memaksimalkan terlaksananya program
yang
dilakukan pada petugas PTSP Kantor
Kemenag Kab. Purbalingga, ibu Uki

direncanakan. Wawancara

Agustina tentang apakah penggunaan
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PTSP di Kantor Kemenag Kab.
Purbalingga telah efektif meningkatkan
pelayanan pengurusan perizinan dan
non-perizinan? Ibu Uki menjabarkan:

“PTSP di Kantor Kemenag Kab.
Purbalingga sejauh ini sudah cukup
berhasil. Proses perizinan dapat
dengan mudah dilalui tanpa banyak
memakan waktu. Pemohon dapat
memasukkan berkas dari satu loket
dan selesai pada loket yang sama”.

Efisiensi
Efisiensi PTSP mencakup kemudahan,
kecepatan, dan efisiensi waktu, meli-
batkan keahlian dan profesionalitas
petugas pelayanan publik dalam meng-
operasikan perangkat yang menunjang
kemudahan dalam proses perizinan.
Wawancara dilakukan pada pada petu-
gas PTSP Kantor Kemenag Kab. Purba-
lingga, Bapak Naelul, apakah mengu-
rus perizinan dan non-perizinan dapat
menjadi lebih efisien dengan PTSP di
Kantor Kemenag Kab. Purbalingga? Da-
lam hal ini Pak Naelul menjawab bah-
wa:
“PTSP sejauh ini efisien dalam
mempermudah dan mempercepat
proses  perizinan. Berkurangnya
birokrasi dengan hanya melewati satu
petugas PTSP saja, meringkankan
masyarakat yang mengurus perizinan
tanpa harus mengunjungi banyak
petugas pelayanan”.
Kecukupan
Varibel kecukupan yang dimaksud ada-
lah seberapa efektif PTSP memenuhi
kebutuhan pada masyarakat tanpa me-
nimbulkan masalah. Wawancara dila-
kukan pada pada petugas PTSP Kantor
Kemenag Kab. Purbalingga, ibu Rizka,
tentang sejauh mana layanan PTSP di
Kantor Kemenag Kab. Purbalingga cu-
kup berperan terhadap kebutuhan ma-

syarakat Purbalingga dalam pengurus-
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an pelayanan perizinan? Dalam hal ini,

Ibu Rizka menyampaikan:
“PTSP dan prosedur perizinan yang
telah ditetapkan sudah optimal dan
sangat membantu kami sebagai
petugas dalam mengintegrasikan data
yang diinput menjadi satu kesatuan.
Dengan demikian pengunjung juga
terbantu tanpa harus mengunjungi
banyak petugas, dan menunggu
keluarnya berkas perizinan hanya dari
satu petugas pelayanan.”

4. Pemerataan

Variabel pemerataan (equity) berkait-
an dengan rasionalitas hukum dan so-
sial. Pemerataan pada PTSP di Kantor
Kemenag Kab. Purbalingga sudah me-
rata bagi semua kalangan pengunjung
akan tetapi layanan untuk kelompok
rentan (manula, disabilitas, berkebu-
tuhan khusus) sampai di tahun 2024
masih belum maksimal dari segi stan-
dar pelayanan publik, seperti sarana
yang ramah disabilitas, manula dan ibu
hamil (Laporan Forum Konsultasi Pub-
lik Unit Pelayanan Publik (UPP) Kan-
tor Kemenag Kab. Purbalingga). Lebih
kurang 30% pengunjung adalah lansia
yang mengurus berkas untuk perizinan
haji dan umrah. Hingga saat ini belum
ada penyandang disabilitas yang ber-
kunjung ke PTSP kantor Kemenag Kab.
Purbalingga. Wawancarai pengunjung
PTSP yang bernama Ibu Supiyah (usia
59 tahun), apakah PTSP di Kantor Ke-
menag Kab. Purbalingga sudah mem-
bantu ibu yang berasal dari kalangan

lansia? Ibu Supiyah menceritakan:
“Menurut saya, pelayanan kantor
di sini sudah baik. Walaupun saya
sudah lanjut usia, tetapi pelayanan
yang saya dapatkan sangat baik, saya
mendapatkan informasi yang jelas
tentang apa-apa saja yang harus
saya siapkan agar bisa cepat selesai
pengurusannya. Saya yang sudah tua
jadi terbantu sekali dengan layanan
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PTSP, tidak menyusahkan saya untuk
ke sana-ke mari mengurus yang saya
perlukan”.

5. Responsivitas

Responsivitas dapat dikatakan baik
apabila mampu efesien sepanjang wak-
tu sesuai keperluan publik terhadap
perizinan. Wawancara dilakukan pada
pada petugas PTSP kantor Kemenag
Kab. Purbalingga, ibu Uki Agustina ten-
tang bagaimana pegawai PTSP di Kan-
tor Kemenag Kab. Purbalingga menyi-
kapi PTSP untuk mengurus perizinan
hanya dari satu loket saja. Ibu Uki men-

jabarkan:

“Di awal diterapkannya kebijakan
PTSP, banyak petugas yang merasa
bingung karena masih terbiasa dengan
alur pelayanan sebelumnya. Namun,
seiring berjalannya waktu, PTSP ini
sangat membantu bagi saya sebagai
staf. Kami dapat mengumpulkan data
dengan hanya satu kali input, dan
dapat terintegrasi dengan pelayanan
lain pada saat dibutuhkan di lain
waktu. Dengan adanya PTSP, warga
tidak perlu mendatangi banyak loket
untuk mengurus perizinan”.

Ketepatan

Penilaian terhadap ketepatan adalah
tujuan dari sebuah sistem yang menja-
di dasar tujuan tersebut, menilai sejauh
mana sistem PTSP dapat menjadi solusi
bagi masalah masyarakat.

Wawancara dilakukan pada pada petu-
gas PTSP kantor Kemenag Kab. Purba-
lingga, ibu Uki Agustina tentang apakah
pelayanan pengurusan perizinan secara
terpadu dari satu pintu bermanfaat dan
berdampak positif kepada masyarakat
Purbalingga? Ibu Uki menjabarkan ter-
kait ketetapan layanan PTSP di Kantor

Kemenag Kab. Purbalingga bahwa:
“Ketetapan tersebut sudah tepat karena
PTSP adalah layanan dari beberapa
aspek yang saling terintegrasi pada
satu tempat dan dikendalikan melalui

sistem pengendalian manajemen.
Adanya PTSP sebenarnya adalah upaya
untuk meminimalisir waktu dan biaya
yang dibutuhkan untuk mengurus
perizinan sehingga diperoleh output
yang lebih efektif, mudah, dan murah.
Karena dengan adanya PTSP semua
pelayanan yang tersedia, biayanya
nol rupiah, dan ini sangat membantu
masyarakat”.

ANALISIS KEBIJAKAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka

analisis kebijakan dan evaluasi pelayanan
publik PTSP di Kantor Kemenag Kabupaten
Purbalingga di antaranya:

1.

Penerapan standar pelayanan

Standard pelayanan ditetapkan untuk
memastikan kelancaran proses pelayan-
an di Kementerian Agama Kabupaten
Purbalingga. Tolak ukur ahli dan mum-
puninya petugas diwujudkan dengan
standar operasional prosedur yang di-
tetapkan (Sailendra, 2020). Tujuh hal
dasar SOP menurut Santoso (2014) di
antaranya adalah praktis, konsisten,
minim error, solutif, perlindungan te-
naga kerja, mapping alur kerja, dan ba-
tasan pertahanan.

Standar Pelayanan dapat terwujud de-
ngan adanya kepatuhan dari kedua pi-
hak (pemberi dan penerima pelayanan).
(Tjiptono dan Chandra, 2016). Dengan
menerapkan Standar Pelayanan Ke-
menterian Agama Kabupaten Purba-
lingga, diharapkan dapat memenuhi
standar pelayanan publik yang mema-
dai.

Peningkatan sarana dan prasarana da-
lam memberikan pelayanan

Kelayakan tempat pelayanan, posisi
kantor yang strategis, loket pelayanan
yang terstruktur menjadi faktor pendu-
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kung terciptanya PTSP yang baik. Hal
ini juga didukung oleh mumpuni dan
terampilnya petugas yang melayani da-
lam mengoperasikan sarana dan prasa-
rana yang tersedia (Priansa & Garnida,
2013).
Sarana di kantor Kemenag Kab. Pur-
balingga tergolong lengkap alat tulis
kantor, dokumen, dan hardisk. Sarana
informasi berupa majalah, buku, kum-
pulan peraturan dan lembar informa-
sipenunjang lainnya. Tata ruang kerja,
alat peraga visual juga menjadi sarana
pendukung pelayanan.

Televisi disediakan untuk menayangkan

informasi melalui running text tentang

informasi pelayanan di PTSP Kemen-
terian Agama Kabupaten Purbalingga,
pengganti banner yang membutuhkan
tempat. Penataan ruang bermain anak
juga akan disempurnakan, loket pela-
yanan ditambah (lima loket baru) be-
serta petugas front office di setiap unit.

Pelayanan prima difokuskan pada as-

pek fisik dan non-fisik. Ruangan tunggu

yang nyaman, penyediaan air minum

(kopi dan teh hangat) beserta cemilan-

nya, televisi, wifi, serta beberapa bacaan

juga tersedia.

3. Pembinaan sumber daya manusia
Sumber daya manusia mencakup ke-
terlibatan orang perorang yang men-
jadi aset dan sebagai motor penggerak
dari sebuah organisasi atau perusahaan
(Nawawi, 2003). Tujuan yang telah di-
tetapkan akan dapat dicapai apabila pe-
tugas berprestasi dan memiliki kinerja
yang baik (Haris, 2014).

Pentingnya rasa tanggung jawab
terhadap pekerjaan dan juga saat
menghadapi keluhan dari masyarakat,
harus dimiliki setiap pemberi pelayanan
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publik. Menyelesaikan tugas dengan
terampil dan cekatan adalah bentuk
tanggung jawab petugas
Kab. Purbalingga dalam melayani

Kemenag

masyarakat.

Kursus kepribadian diwajibkan bagi pega-
wai Kemenag Kab. Purbalingga dalam rang-
ka melatih bersikap sopan dan ramah. Seja-
lan dengan nilai IKM yang terlampir pada
tabel 3.

Pelayanan prima didukung oleh kualitas
petugas. Petugas Meja Informasi di PTSP
menjadi contoh terdepan dalam memberi-
kan pelayanan yang professional dan ber-
integritas. Pelayanan yang baik terubung
dengan peran petugas PTSP, penguasaan
setiap informasi yang boleh diakses dan ti-
dak oleh masyarakat harus dikuasai, keha-
rusan terhadap penguasaan etika pelayanan
dan melek teknologi informatika.

Selain sebagai front office, petugas di Ke-
menag Kab. Purbalingga juga merangkap
sebagai operator input data pemohon. Pe-
mangkasan mekanisme pelayanan dengan
menggabungkan petugas front office me-
rangkap operator input data. Petugas veri-
fikasi data dipangkas dari tiga menjadi satu
petugas yang melakukan pencatatan dalam
melengkapi sarana dan prasarana yang be-
lum memadai.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berikut beberapa alternatif kebijakan yang
dapat dipertimbangkan untuk meningkat-
kan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di Kantor Kementerian Agama Ka-
bupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM:
« Mengadakan pelatihan secara ber-
kala bagi petugas PTSP terkait kete-
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rampilan komunikasi, peng-tahuan
produk layanan, penggunaan tekno-
logi informasi, serta peningkatan ke-
mampuan problem solving.
Melakukan rekrutmen tenaga pro-
fesional yang memiliki kompetensi
yang relevan untuk mengisi keku-
rangan SDM yang ada, terutama di
bidang teknologi informasi dan pela-
yanan pelanggan.

Menerapkan sistem insentif yang
menarik bagi petugas PTSP yang ber-
kinerja baik, sebagai motivasi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan.

sinya jika diperlukan, untuk mengu-
rangi kerumitan dan birokrasi yang
berlebihan.

Memanfaatkan teknologi informasi
untuk mengotomatiskan proses pe-
layanan, seperti proses pendaftaran,
verifikasi data, dan penerbitan doku-
men, sehingga lebih cepat dan efisien.
Menyusun standar pelayanan yang
jelas dan terukur untuk setiap jenis
layanan yang diberikan, sehingga
masyarakat memiliki acuan yang je-
las mengenai hak dan kewajiban me-
reka.

Peningkatan transparansi dan akunta-
bilitas:

2. Pengembangan layanan digital: 4.
« Membuat aplikasi mobile yang me-

mudahkan masyarakat untuk meng-
akses informasi dan layanan PTSP
secara online, seperti pendaftaran
online, pengajuan permohonan, dan
monitoring status permohonan.
Mengintegrasikan sistem informasi
yang digunakan di PTSP dengan sis-
tem informasi lain yang relevan, se-
perti sistem informasi kependudukan
dan sistem informasi keagamaan, un-
tuk mempercepat dan mempermu-
dah proses pelayanan.

Meningkatkan keamanan data dan
informasi masyarakat dengan mene-
rapkan protokol keamanan yang ke-
tat dan melakukan audit keamanan
secara berkala.

Menyediakan akses teknologi bagi
masyarakat yang tidak memiliki ak-
ses sendiri, seperti menyediakan
komputer di tempat-tempat umum
atau bekerja sama dengan pihak keti-
ga untuk menyediakan layanan akses
internet.

3. Penyederhanaan prosedur pelayanan:

+ Melakukan evaluasi terhadap prose-
dur pelayanan yang ada dan merevi-

» Menyediakan informasi yang lengkap
dan mudah diakses oleh masyarakat
mengenai jenis layanan, prosedur
pelayanan, biaya, serta persyaratan
yang diperlukan. Informasi ini dapat
disajikan melalui website, aplikasi
mobile, brosur, atau media informasi
lainnya.

+ Membangun mekanisme pengaduan
yang efektif dan responsif, sehingga
masyarakat dapat menyampaikan ke-
luhan atau masukan terkait dengan
pelayanan yang diberikan.

» Melakukan evaluasi kinerja PTSP se-
cara berkala dan mempublikasikan
hasilnya kepada masyarakat sebagai
bentuk akuntabilitas.

Peningkatan partisipasi masyarakat:

» Melakukan survei kepuasan masya-
rakat secara berkala untuk mengeta-
hui harapan dan kebutuhan masyara-
kat terkait dengan pelayanan PTSP.

« Mengadakan forum konsultasi publik
secara berkala untuk melibatkan ma-
syarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan
terkait dengan PTSP.
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+ Membangun kemitraan dengan or-
ganisasi masyarakat atau kelompok
masyarakat yang relevan untuk men-
dukung upaya peningkatan kualitas
PTSP.

Berdasarkan alternatif kebijakan di atas,
penulis mengajukan kebijakan sebagai re-
komendasi kebijakan peningkatan kualitas

PTSP di Kantor Kementerian Agama Kabu-
paten Purbalingga berdasarkan teori Willi-
am N. Dunn, khususnya kriteria evaluasi ke-
bijakan yang meliputi: efektivitas, efisiensi,
pemerataan, responsivitas, dan kecukupan
sebagai berikut:

Tabel 2. Skoring Pemilihan Alternatif Reko-
mendasi

Kriteria Pemilihan Alternatif (Skor 1-5) Sk
. .. or
Alternatif Kebijakan Efek- Efi- | Pemera- | Respon- | Kecu- | roia]
tivitas siensi taan sivitas kupan
Alternatif 1: 5
Peningkatan Kapasitas SDM o 4 5 5 4 3
Alternatif 2: o
Pengembangan Layanan Digital 5 5 5 5 5 5
Alternatif 3: 2
Penyederhanaan Prosedur Pelayanan 5 5 5 5 5 5
Alternatif 4:
Peningkatan Transparansi dan 5 4 5 5 5 24
Akuntabilitas
Alternatif 5: 5
Peningkatan Partisipasi Masyarakat 5 4 5 5 4 3
SIMPULAN DAN REKOMENDASI Rekomendasi
Simpulan Berdasarkan alternatif kebijakan di atas,

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upa-
ya dalam meningkatkan kualitas PTSP di
Kantor Kemenag Kab. Purbalingga seca-
ra keseluruhan sudah cukup baik dan bisa
memberikan pelayanan yang optimal ke-
pada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari
upaya yang dilakukan oleh Kementerian
Agama mengaplikasikan Standar Pelayanan
yang berisi standar Pelayanan minimal yang
harus diterapkan pada masyarakat. Sarana
dan prasarana penunjang yang terus dibe-
nahi beserta peningkatan kualitas manusia
di Kemenag Kab. Purbalingga. Saran dalam
penelitian kali ini adalah PTSP selayaknya
harus dikontrol secara berkala agar sistem
ini dapat efektif secara terus-menerus. Sa-
tuan kerja harus mengoptimalkan keahlian
dan senantiasa meningkatkan sosialisasi
PTSP kepada masyarakat.
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penulis merekomendasikan Kepala Kan-
tor Kementerian Agama Kabupaten Purba-
lingga membuat Surat Edaran tentang Pe-
nguatan Sistem Informasi Terpadu sebagai
salah satu alternatif kebijakan yang paling
potensial untuk mengoptimalkan pelayan-
an PTSP di Kemenag Purbalingga. Dengan
mengembangkan sistem informasi terpadu,
diharapkan dapat meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas pelayanan.
Tahapan yang dapat dikerjakan antara lain:
integrasi seluruh sistem informasi yang ada
menjadi satu platform terpadu, memudah-
kan akses dan penyimpanan data, pemba-
ngunan portal pelayanan online yang user-
-friendly, serta implementasi sistem antrian
online untuk mengurangi waktu tunggu.
Selain itu, penting juga untuk melakukan
pemeliharaan dan pemutakhiran sistem se-
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cara berkala agar tetap relevan dengan per- mengakses layanan PTSP dengan lebih mu-
kembangan teknologi dan kebutuhan peng- dah, cepat, dan akurat.
guna. Dengan demikian, masyarakat dapat
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